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ABSTRACT

IMPACT OF EDUCATION ON THE DECISION MAKING AND ECONOMIC
ACTIVITY OF WOMEN IN LAMPUNG PROVINCE (PERIOD 2019-2023)

By
PUPUT MELATI

This study investigates the impact of education on the economic empowerment of
women in Lampung Province during the 2019-2023 period. Despite advancements
in educational access, significant gender disparities persist in Indonesia,
particularly in Lampung, affecting women's participation in the workforce and
political decision-making, and contributing to wage gaps. This research aims to
analyze how different levels of education influence women's political
participation, their involvement in the labor force, and the proportion of their
wages relative to men. Employing a quantitative descriptive approach with panel
data regression analysis, the study utilizes secondary data from the Central
Statistics Agency (BPS) and the National Labor Force Survey (SAKERNAS)
across 15 regencies/cities in Lampung. Key findings reveal that while higher
education (university level) significantly boosts women's labor force participation
and wage proportion, secondary education (SMA) plays a more dominant role in
fostering political engagement. Furthermore, the study confirms a persistent
gender wage gap, with men's participation having a larger impact on wage
proportion, and highlights that traditional economic sectors do not significantly
influence women's wage proportion. These results underscore the critical role of
education in women's empowerment and advocate for targeted policies to enhance
educational access, promote equitable wages, and address systemic
discrimination to achieve sustainable gender equality in Lampung.

Keywords :  Women's Economic Empowerment; Education;, Political
Participation; Female Labor Force; Gender Wage Gap;, Lampung Province.



ABSTRAK

DAMPAK PENDIDIKAN TERHADAP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DI PROVINSI LAMPUNG (PERIODE 2019-2023)

Oleh
PUPUT MELATI

Penelitian ini menyelidiki dampak pendidikan terhadap pemberdayaan ekonomi
perempuan. di Provinsi Lampung selama periode 2019-2023. Meskipun akses
pendidikan telah mengalami kemajuan, kesenjangan gender yang signifikan masih
terjadi di Indonesia, khususnya di Lampung, yang memengaruhi partisipasi
perempuan dalam angkatan kerja dan pengambilan keputusan politik, serta
berkontribusi terhadap kesenjangan upah. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis bagaimana tingkat pendidikan yang berbeda memengaruhi
partisipasi politik perempuan, keterlibatan mereka dalam angkatan kerja, dan
proporsi upah mereka relatif terhadap laki-laki. Dengan menggunakan pendekatan
deskriptif kuantitatif dengan analisis regresi data panel, penelitian ini
memanfaatkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Survei
Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) di 15 kabupaten/kota di Lampung.
Temuan utama mengungkapkan bahwa sementara pendidikan tinggi (tingkat
universitas) secara signifikan meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan
dan proporsi upah, pendidikan menengah (SMA) memainkan peran yang lebih
dominan dalam mendorong keterlibatan politik. Lebih jauh, penelitian ini
menegaskan kesenjangan upah gender yang terus berlanjut, dengan partisipasi
laki-laki memiliki dampak yang lebih besar pada proporsi upah, dan menyoroti
bahwa sektor ekonomi tradisional tidak secara signifikan memengaruhi proporsi
upah perempuan. Hasil-hasil ini menggarisbawahi peran penting pendidikan
dalam pemberdayaan perempuan dan mengadvokasi kebijakankebijakan yang
tepat sasaran untuk meningkatkan akses pendidikan, mendorong upah yang adil,
dan mengatasi diskriminasi sistemik untuk mencapai kesetaraan gender yang
berkelanjutan di Lampung.

Kata Kunci : Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, Pendidikan, Partisipasi
Politik, Tenaga Kerja Perempuan, Kesenjangan Upah Berdasarkan Gender,
Provinsi Lampung.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan gender adalah isu global yang semakin mendesak, terutama dalam
konteks pembangunan ekonomi, di mana kesetaraan gender menjadi prasyarat
untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Perempuan yang
terdidik memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang
layak, memulai usaha, dan berkontribusi pada perekonomian keluarga dan
komunitas. Tingkat pendidikan yang memadai, membawa perempuan untuk
mengembangkan keterampilan yang diperlukan dan berpartisipasi dalam berbagai
sektor ekonomi, sehingga meningkatkan pendapatan dan kemandirian mereka.
Sejalan dengan konsep Sustainable Development Goals (SDGs). Terutama SDG 4
menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif dan berkualitas, sementara SDG
5 berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pencapaian
tujuan-tujuan ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup perempuan, tetapi
juga berkontribusi pada pencapaian tujuan global. Dengan meningkatkan
pendidikan perempuan, maka perempuan dapat berperan aktif dalam mencapai
tujuan SDGs dan menciptakan masyarakat yang lebih berkelanjutan (Sudirman &

Susilawaty, 2022).

Di Indonesia, meskipun telah terjadi kemajuan dalam akses pendidikan, masih
terdapat kesenjangan gender yang signifikan. Perempuan sering kali menghadapi
berbagai tantangan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas, termasuk
faktor budaya, ekonomi, dan sosial. Misalnya, di beberapa daerah, norma-norma
budaya masih menganggap bahwa pendidikan untuk anak laki-laki lebih penting
dibandingkan dengan anak perempuan. Keterbatasan akses ini berdampak pada
kemampuan perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan

ekonomi. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi penghalang, di mana keluarga



mungkin lebih memilih untuk menginvestasikan sumber daya mereka pada
pendidikan anak laki-laki. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi
perempuan dalam angkatan kerja dan keterlibatan mereka dalam pengambilan
keputusan politik. Dengan memahami hambatan-hambatan ini, kita dapat
merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan akses pendidikan

bagi perempuan. (Sudirman & Susilawaty, 2022).

Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan suatu
bangsa. Dalam konteks global, pendidikan diakui sebagai kunci untuk mencapai
kemajuan sosial dan ekonomi. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu, tetapi juga berkontribusi
pada pengurangan kemiskinan, peningkatan kesehatan, dan pembangunan
berkelanjutan. Pendidikan yang baik dapat menciptakan masyarakat yang lebih
produktif dan inovatif, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan
ekonomi. Oleh karena itu, perhatian terhadap pendidikan, terutama bagi kelompok
yang terpinggirkan, seperti perempuan, menjadi sangat penting. Pendidikan
perempuan tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi keluarga dan
masyarakat secara keseluruhan, karena perempuan yang terdidik cenderung lebih
mampu memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak mereka dan
berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan keluarga (Bayumi, Rahaman et

al., 2022).

Partisipasi politik perempuan juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan.
Perempuan yang terdidik cenderung lebih aktif dalam politik, baik sebagai
pemilih maupun sebagai calon pemimpin. Pendidikan memberikan perempuan
pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka dan pentingnya keterlibatan
dalam proses politik. Dengan meningkatnya partisipasi politik, perempuan dapat
memperjuangkan kepentingan mereka dan berkontribusi pada kebijakan yang
mendukung pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya
berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan keterampilan, tetapi juga sebagai
sarana untuk memperkuat suara perempuan dalam masyarakat (Sudirman &

Susilawaty, 2022).



Meskipun peraturan nasional mewajibkan kuota 30% keterwakilan perempuan di
parlemen, saat ini hanya sekitar 20% kursi di DPRD Lampung yang diisi oleh
perempuan. Di sektor ketenagakerjaan, meskipun teori modal manusia
menyatakan bahwa pendidikan tinggi meningkatkan akses terhadap pekerjaan
formal yang bergaji layak, banyak perempuan berpendidikan di Lampung yang
masih bekerja di sektor informal seperti pertanian, perdagangan skala kecil, dan

pekerjaan domestik, terutama di wilayah pedesaan (Darmastuti, 2022).

Dengan demikian, pendidikan di Provinsi Lampung secara signifikan
berkontribusi  pada  peningkatan partisipasi  politik  perempuan. Ini
mengindikasikan bahwa pendidikan, pada berbagai jenjangnya, adalah instrumen
penting dalam memberdayakan perempuan untuk terlibat aktif dalam proses

politik di Provinsi Lampung.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Lampung masih jauh di
bawah laki-laki, mencerminkan adanya hambatan struktural yang harus diatasi.
Pendidikan yang lebih baik dapat meningkatkan TPAK perempuan dengan
memberikan mereka keterampilan yang diperlukan untuk memasuki pasar kerja.
Selain itu, perempuan yang terdidik lebih mungkin untuk memulai usaha sendiri,
yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mereka dan berkontribusi pada
pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian, pendidikan berperan penting
dalam menciptakan peluang kerja yang lebih baik bagi perempuan. Hal ini juga
dapat membantu mengurangi ketergantungan ekonomi perempuan pada laki-laki

(Rogayah, 2021).

Isu penting lain yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan perempuan adalah
proporsi upah laki-laki terhadap perempuan. Meskipun perempuan sering kali
memiliki pendidikan dan keterampilan yang setara, mereka masih menerima upah
yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya
diskriminasi gender dalam dunia kerja yang perlu diatasi melalui kebijakan yang
mendukung kesetaraan upah. Pendidikan yang baik dapat membantu perempuan
untuk menuntut hak-hak mereka dan memperjuangkan kesetaraan dalam upabh.

Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan pendidikan perempuan juga harus



disertai dengan langkah-langkah untuk mengatasi ketidakadilan dalam sistem

upah (Lusiyanti, 2020).

Provinsi Lampung, sebagai salah satu provinsi di Indonesia, memiliki
karakteristik sosial dan ekonomi yang unik. Dengan populasi yang beragam dan
berbagai tantangan yang dihadapi, pendidikan perempuan di Lampung menjadi
isu yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Dalam beberapa tahun terakhir,
pemerintah dan berbagai lembaga telah berupaya untuk meningkatkan akses
pendidikan bagi perempuan. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai
kebijakan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi perempuan, termasuk
program Beasiswa Pendidikan untuk Anak (BPPA) dan program Pendidikan
Keluarga Harapan (PKH). Di Provinsi Lampung, pemerintah daerah juga telah
berupaya untuk mengurangi kesenjangan gender dalam pendidikan melalui
program-program yang mendukung pendidikan perempuan, seperti pelatihan
keterampilan dan penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih baik. Upaya ini
menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberdayakan perempuan melalui

pendidikan (Jeevanasai et al., 2023).

Lampung memiliki jumlah perempuan di parlemen yang lebih sedikit
dibandingkan dengan dua provinsi terdekat, yaitu Sumatra Selatan dan DKI
Jakarta. Stagnasi dalam jumlah perempuan di parlemen Lampung menunjukkan
adanya tantangan besar dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik.
DKI Jakarta memiliki lebih banyak perempuan di parlemen dibandingkan dengan
Sumatra Selatan, dan Sumatra Selatan juga lebih unggul daripada Lampung dalam
hal ini. Ini menunjukkan bahwa Lampung masih tertinggal dibandingkan dengan
kedua provinsi tersebut. Ada berbagai hambatan yang perlu diatasi agar lebih
banyak perempuan dapat terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Sementara
Lampung mengalami stagnasi, DKI Jakarta menunjukkan kemajuan yang
signifikan dalam representasi perempuan. Kesenjangan antara Lampung dan DKI
Jakarta mencerminkan perbedaan dalam kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang

mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam politik.

Selama periode ini, berbagai inisiatif dan program telah diluncurkan untuk

meningkatkan kesadaran akan pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik.



Namun, hasil yang dicapai masih belum memadai. Keterwakilan perempuan yang
rendah di parlemen tidak hanya berdampak pada pengambilan keputusan yang
kurang inklusif, tetapi juga memperkuat stereotip gender yang menganggap
bahwa perempuan tidak cocok untuk posisi kepemimpinan. Secara keseluruhan,
meskipun ada sedikit kemajuan dalam representasi perempuan di DPRD Lampung
dari tahun 2019 hingga 2023, tantangan yang ada masih memerlukan perhatian
serius dari semua pihak, termasuk pemerintah, partai politik, dan masyarakat.
Upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik harus terus
didorong agar suara dan kepentingan perempuan dapat terwakili dengan lebih baik

dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah.
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Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah 2024)
Gambar 1. Tingkat Pendidikan Perempuan

Dari grafik diatas menunjukkan data menunjukkan bahwa tingkat pendidikan
perempuan di Lampung masih bervariasi antara daerah perkotaan dan pedesaan.
Misalnya, pada tahun 2023, tingkat partisipasi pendidikan perempuan di Bandar
Lampung mencapai 45,6% untuk tingkat SMA, sementara di daerah pedesaan
seperti Pesisir Barat dan Way Kanan, angka tersebut hanya sekitar 30%. Selain itu,
tingkat kelulusan perempuan di Lampung pada tahun 2023 hanya mencapai 70%,
jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 80%. Perbedaan ini
mencerminkan tantangan yang dihadapi perempuan dalam mengakses pendidikan

yang berkualitas, terutama di daerah yang lebih terpencil.
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Gambar 2. TPAK laki-laki dan Perempuan

Berdasarkan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Lampung
dari tahun 2019 hingga 2023, terlihat gambaran yang menarik tentang dinamika
ketenagakerjaan di wilayah tersebut. Tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki
menunjukkan kestabilan yang sangat tinggi, berkisar antara 85-87% sepanjang
periode lima tahun. Pada tahun 2019, TPAK laki-laki tercatat sebesar 86,14% dan
mencapai titik tertinggi pada tahun 2023 dengan 86,95%, yang mengindikasikan
bahwa hampir sembilan dari sepuluh laki-laki di Lampung terlibat aktif dalam
kegiatan ekonomi. Sebaliknya, partisipasi angkatan kerja perempuan
menampilkan kondisi yang berbeda. Dimulai dari 52,96% pada tahun 2019,
perempuan Lampung menunjukkan peningkatan bertahap hingga mencapai
55,47% pada tahun 2023. Meskipun terdapat kenaikan sebesar 2,51%, angka ini
masih jauh di bawah tingkat partisipasi laki-laki, yang mengungkapkan adanya

kesenjangan struktural dalam akses dan kesempatan kerja antara laki-laki dan

perémpuan.
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Gambar 3. Kesenjangan Upah antara laki-laki dan perempuan

Berdasarkan data kesenjangan upah di Provinsi Lampung periode 2019-2023,

terdapat pola yang menarik dalam kondisi pengupahan antara perempuan dan laki-



laki. Sepanjang periode tersebut, rata-rata upah perempuan konsisten lebih rendah
dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2019, perempuan memperoleh upah rata-rata
Rp2.450.000 sementara laki-laki mencapai Rp3.100.000, dengan rasio upah
sekitar 79% dan kesenjangan 21%. Tren kesenjangan upah mengalami fluktuasi
minimal selama lima tahun terakhir. Puncak kesenjangan terjadi pada tahun 2021
dengan rasio upah terendah 77,6% dan kesenjangan mencapai 22,4%.
Menariknya, pada tahun 2023 kesenjangan mulai menurun, dengan rasio upah
meningkat menjadi 79,5% dan kesenjangan turun menjadi 20,5%. Meskipun
terjadi peningkatan bertahap upah perempuan dari Rp2.450.000 pada 2019
menjadi Rp2.900.000 pada 2023, gap penghasilan dengan laki-laki masih cukup
signifikan. Data ini mengindikasikan masih diperlukannya upaya-upaya konkret

untuk mengurangi disparitas pengupahan berbasis gender di Provinsi Lampung.

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung dengan pertimbangan efisiensi biaya
dan waktu yang dimiliki, serta kemudahan dalam mengakses data sekunder yang
dibutuhkan. Selain itu, Lampung dipilih sebagai fokus penelitian untuk

memastikan kelayakan dan efektivitas dalam pengumpulan dan analisis data.

Menurut hasil penelitian (Sari & Sulastri, 2024) pentingnya meningkatkan
partisipasi perempuan dalam semua tahap perencanaan pembangunan, mulai dari
identifikasi masalah hingga evaluasi. Selain itu, diperlukan upaya untuk mengatasi
hambatan yang dihadapi perempuan. Sedangkan menurut penelitian (Hidayat,
2018) pentingnya melibatkan perempuan secara lebih inklusif dalam
pembangunan dan mengatasi hambatan yang mereka hadapi agar upaya
pemberdayaan dapat berhasil. Menunjukkan bahwa kurangnya akses pendidikan
bagi perempuan di Lampung berhubungan erat dengan faktor ekonomi, yang akan

menjadi fokus utama dalam penelitian ini untuk mengeksplorasi lebih dalam.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi hubungan antara tingkat
pendidikan dan kemampuan ekonomi. Hasil penelitian diharapkan dapat
memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai tantangan dan peluang yang
dihadapi perempuan dalam memanfaatkan pendidikan untuk pemberdayaan

ekonomi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih



dalam mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi perempuan dalam

memanfaatkan pendidikan untuk pemberdayaan ekonomi (Hausmann et al., 2022).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, saya ingin melakukan tolak ukur
“Dampak Pendidikan Pada Pemberdayaan Perempuan di Provinsi Lampung
(Periode 2019-2023)” dengan menarik rumusan masalah untuk melakukan studi
komparatif antar daerah, guna mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan
pelajaran yang dapat diadopsi. Selain itu, pengukuran dampak yang lebih
komprehensif juga diperlukan untuk memastikan bahwa upaya pemberdayaan

ekonomi perempuan memberikan hasil yang signifikan dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa Besar pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi politik
perempuan di Provinsi Lampung?

2. Apakah tingkat pendidikan dan upah mempengaruhi partisipasi perempuan
dalam angkatan kerja di Provinsi Lampung?

3. Apakah tingkat pendidikan dan laki-laki & perempuan yang bekerja

berpengaruh signifikan terhadap proporsi upah di Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi politik
perempuan di Provinsi Lampung tahun 2019-2023

2. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dan upah terhadap partisipasi
perempuan dalam angkatan kerja di Provinsi Lampung tahun 2019-2023

3. Mengetahui apakah pengaruh tingkat pendidikan dan laki-laki & peremouan
yang bekerja terhadap proporsi upah di Provinsi Lampung tahun 2019-2023

1.4 Manfaat Penelitian
1. Bagi penulis

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperdalam
pengetahuan dan pemahaman tentang perencanaan pembangunan berbasis gender,

khususnya dalam konteks pemberdayaan ekonomi perempuan. Penulis dapat



mengembangkan kemampuan analisis kritis terhadap kebijakan pembangunan
daerah dan dampaknya terhadap kesetaraan gender. Selain itu, penelitian ini juga
membantu penulis dalam mengasah keterampilan riset, mulai dari pengumpulan
data hingga analisis hasil, yang dapat berguna dalam penelitian atau karier di masa

mendatang.
2. Bagi pemerintah

Penelitian ini menjadi sumber informasi yang berguna bagi pemerintah dalam
merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan responsif terhadap
kebutuhan gender. Hasil penelitian dapat memberikan wawasan tentang tantangan
dan peluang dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan
pembangunan daerah. Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat mengambil
langkah-langkah yang lebih efektif untuk mendorong kesetaraan gender dan

pemberdayaan perempuan dalam proses pembangunan.
3. Bagi ilmu pengetahuan

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan,
khususnya dalam bidang studi gender dan pembangunan. Hasil penelitian dapat
menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik untuk
mengeksplorasi lebih lanjut tentang perencanaan pembangunan berbasis gender.
Penelitian ini juga dapat mendorong diskusi dan penelitian lanjutan di bidang
yang sama, serta memperkaya literatur yang ada mengenai kesetaraan gender dan

pemberdayaan perempuan dalam konteks pembangunan.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pemberdayaan Human Capital

Menurut Becker (2014) Teori Human Capital menekankan pentingnya investasi
dalam pendidikan, kesehatan, dan daya beli untuk meningkatkan produktivitas
individu dan pertumbuhan ekonomi. Pendidikan yang lebih tinggi meningkatkan
keterampilan dan pengetahuan, yang berhubungan dengan pendapatan yang lebih
tinggi, sementara kesehatan yang baik meningkatkan kapasitas kerja dan
mengurangi absensi. Daya beli yang lebih tinggi memungkinkan akses yang lebih
baik ke pendidikan dan layanan kesehatan, menciptakan hubungan timbal balik
antara ketiga aspek tersebut. Secara keseluruhan, investasi dalam human capital
tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan

ekonomi yang lebih luas.

Pemberdayaan human capital merujuk pada proses meningkatkan kemampuan,
keterampilan, dan pengetahuan individu atau kelompok untuk meningkatkan
produktivitas dan kualitas hidup mereka. Ini melibatkan investasi dalam
pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan pengembangan keterampilan yang
diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam ekonomi dan masyarakat.
Pemberdayaan human capital bertujuan untuk menciptakan individu yang lebih
mandiri, berdaya saing, dan mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi
serta pembangunan sosial. Dengan memberdayakan human capital, diharapkan
akan tercipta masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan (UNDP,
2020).

Teori Human Capital (Modal Manusia) menjadi salah satu landasan utama dalam
analisis ekonomi pendidikan dan tenaga kerja. Teori ini menyatakan bahwa

individu atau masyarakat dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraannya
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melalui investasi pada aspek-aspek non-fisik seperti pendidikan, pelatihan, dan

kesehatan (Becker, 1993).

Dalam konteks pendidikan, teori ini memandang pendidikan sebagai bentuk
investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan,
dan kemampuan kognitif seseorang. Pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan
individu memperoleh pekerjaan yang lebih produktif, dengan penghasilan yang
lebih besar. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka
semakin tinggi pula nilai produktivitasnya di pasar tenaga kerja (Becker, 2014).
Di sektor tenaga kerja, teori Human Capital menjelaskan bahwa perbedaan dalam
tingkat produktivitas antarindividu disebabkan oleh perbedaan dalam akumulasi
modal manusia. Tenaga kerja yang memiliki pendidikan dan keterampilan lebih
tinggi cenderung memiliki peluang kerja yang lebih baik, bekerja di sektor formal,
dan menempati posisi profesional atau manajerial. Dengan demikian, peningkatan
kualitas pendidikan tenaga kerja menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan

ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang lebih inklusif.

Teori ini juga berkaitan erat dengan isu kesenjangan upah (gender wage gap).
Perbedaan pendapatan antara laki-laki dan perempuan sering dijelaskan melalui
perbedaan akumulasi modal manusia, seperti tingkat pendidikan, pengalaman
kerja, dan pelatthan. Namun demikian, meskipun teori ini menekankan bahwa
upah seharusnya mencerminkan produktivitas, kenyataannya perempuan dengan
tingkat pendidikan yang sama masih menerima upah yang lebih rendah
dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa selain faktor human capital,
ada pula faktor struktural dan diskriminatif yang memengaruhi kesenjangan upah

berdasarkan gender (Becker, 1993 ; (Blau, 2023).
2.2 Teori Masa Kiritis

Teori Critical Mass dalam kajiannya mengenai perempuan sebagai minoritas di
lingkungan korporasi. Konsep ini kemudian diadaptasi dalam studi politik
dikembangkan lebih lanjut oleh (Childs & Krook, 2008) dalam konteks
representasi politik perempuan. Teori ini menyatakan bahwa kehadiran perempuan
dalam jumlah kecil dalam suatu institusi, seperti parlemen, cenderung menjadikan

mereka sebagai "token" atau simbol belaka, yang tidak memiliki kekuatan kolektif
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untuk memengaruhi kebijakan atau budaya institusional secara signifikan.
Individu yang berada dalam kelompok minoritas mengalami tekanan simbolik,
pengucilan, dan pelabelan stereotipik, yang membatasi kemampuan mereka untuk
bertindak independen atau memperjuangkan kepentingan kelompoknya. Dalam
kondisi ini, mereka tidak hanya kesulitan membentuk aliansi, tetapi juga
cenderung menyesuaikan diri dengan norma mayoritas. Namun, ketika proporsi
kelompok minoritas dalam hal ini perempuan mencapai ambang tertentu atau
"massa kritis", umumnya diidentifikasi pada kisaran 30%, dinamika kelompok
mulai berubah. Perempuan mulai mampu membentuk koalisi, menampilkan
keberagaman pandangan, serta memengaruhi proses pengambilan keputusan dan

arah kebijakan.

Menurut Childs & Krook (2008) mengkritisi pemahaman sempit terhadap teori ini
yang terlalu menekankan pada kuantitas semata. Mereka menyarankan agar fokus
juga diberikan pada kualitas partisipasi, identitas politik, dan konteks institusional
yang memengaruhi perilaku perempuan di ranah politik. Dengan demikian, teori
Critical Mass tidak hanya bicara soal angka, tetapi juga soal kondisi sosial-politik
yang memungkinkan perempuan benar-benar dapat berkontribusi secara substantif

dalam lembaga pengambilan keputusan.
2.3 Teori Gender dan Pembangunan

Pendekatan pembangunan berbasis gender merupakan strategi pembangunan yang
mempertimbangkan kebutuhan, pengalaman, dan posisi sosial laki-laki dan
perempuan secara adil dan setara. March et al. (1999) menekankan pentingnya
integrasi analisis gender dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari
perencanaan hingga evaluasi. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah
menciptakan pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan dengan
melibatkan perempuan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan

pembangunan sosial-ekonomi.
2.3.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Menurut (UNDP, 2020) SDGs mengintegrasikan perspektif gender sebagai salah

satu prinsip fundamental dalam kerangka pembangunan berkelanjutan global.
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SDGs ada 17 tujuan serangkain yang di rancangkan oleh PBB (Perserikatan
bangsa-bangsa pada tahun 2015. Salah satunya kesetaraan gender, yang menjadi
fokus utama dalam Goal 5, juga berhubungan erat dengan tujuan lainnya, seperti
Goal 1 (mengakhiri kemiskinan) dan Goal 4 (pendidikan yang inklusif). Penting
untuk menekankan bahwa pencapaian SDGs tidak hanya bergantung pada
kebijakan pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat,
termasuk perempuan. Tujuannya dengan memberdayakan perempuan dan
menghapus diskriminasi struktural, kita dapat mendorong transformasi sosial yang
signifikan yang akan meningkatkan produktivitas ekonomi dan kualitas kehidupan
secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua
kebijakan dan program pembangunan tidak hanya mempertimbangkan, tetapi juga
secara aktif mempromosikan kesetaraan gender, sehingga dapat mencapai tujuan

SDGs secara efektif dan berkelanjutan (Jeevanasai et al., 2023).

Perencanaan pembangunan berbasis gender merupakan suatu pendekatan yang
dirancang untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan proyek
pembangunan memperhitungkan kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi yang
berbeda antara laki-laki dan perempuan. Konsep ini bertujuan untuk mengurangi
kesenjangan gender serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses
pembangunan. Bahwa hasil pembangunannya mulai dari perencanaan sampai

pembangunan meliputi :
1. Keterwakilan Perempuan di Politik

Perencanaan pembangunan berbasis gender mendorong keterlibatan perempuan
dalam proses politik dengan memastikan adanya akses yang setara terhadap posisi
pengambilan keputusan. Melalui kebijakan afirmatif seperti kuota 30%,
perempuan diberi ruang untuk menduduki posisi strategis dalam lembaga legislatif
dan pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan representasi
gender dalam struktur kekuasaan politik, serta menciptakan kebijakan publik yang

lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan.
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2. Partisipasi Perempuan dalam Angkatan Kerja

Rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan
mencerminkan adanya hambatan struktural yang mengakar, seperti pembagian
peran gender tradisional, beban ganda, serta keterbatasan akses terhadap pelatihan
dan peluang kerja layak. Dalam kerangka pembangunan berbasis gender, strategi
yang diambil meliputi penyediaan layanan pendukung seperti penitipan anak,
pelatihan keterampilan berbasis gender, dan kebijakan ketenagakerjaan yang adil.
Tujuannya adalah meningkatkan keterlibatan produktif perempuan dalam sektor

ekonomi formal dan informal.
3. Perbedaan Upah laki-laki terhadap Perempuan

Kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan menjadi indikator utama
ketidaksetaraan gender dalam dunia kerja. Pembangunan berbasis gender
menitikberatkan pada prinsip equal pay for equal work, yakni upah yang setara
untuk pekerjaan yang setara nilainya. Selain itu, pendekatan ini juga
mengupayakan penghapusan diskriminasi di tempat kerja dan membuka akses
perempuan terhadap jabatan manajerial serta bidang pekerjaan yang bernilai
ekonomi tinggi. Dengan demikian, ketimpangan pendapatan dapat dikurangi

secara sistemik.

Menurut March et al (1999) menyatakan bahwa pembangunan yang efektif harus
mampu mengintegrasikan analisis gender dalam setiap tahap perencanaan, mulai

dari identifikasi masalah, formulasi kebijakan, hingga implementasi dan evaluasi.
March et al (1999) juga membedakan antara dua jenis kebutuhan gender:

1. Kebutuhan Gender Praktis (Practical Gender Needs) adalah kebutuhan yang
muncul dari peran tradisional perempuan, seperti akses air bersih, perawatan

anak, dan fasilitas kesehatan.

2. Kebutuhan Gender Strategis (Strategic Gender Needs) adalah kebutuhan yang
bertujuan untuk mengubah posisi perempuan dalam masyarakat, misalnya

melalui peningkatan akses ke pendidikan dan partisipasi politik.
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Menurut United Nations (2017) perencanaan pembangunan berbasis gender tidak
hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan, tetapi juga untuk
menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Pendekatan ini juga dapat
meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan publik, karena program yang

responsif gender cenderung lebih inklusif dan berkelanjutan.
2.3.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Menurut HumanDevelopmentReport (1995) Indeks Pembangunan Gender (IPG)
adalah alat ukur yang dirancang untuk menilai kesenjangan antara perempuan dan
laki-laki dalam berbagai aspek pembangunan manusia. IPG merupakan bagian
dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih luas, tetapi fokus utamanya
adalah pada perbandingan gender. [IPG mengukur tiga dimensi utama: kesehatan,
pendidikan, dan partisipasi ekonomi. Dalam dimensi kesehatan, IPG sering kali
diukur melalui indikator seperti harapan hidup saat lahir. Untuk dimensi
pendidikan, indikator yang digunakan meliputi rata-rata tahun sekolah dan tingkat
pendaftaran di berbagai jenjang pendidikan. Sedangkan untuk dimensi partisipasi
ekonomi, IPG mengukur partisipasi angkatan kerja dan pendapatan. Dengan
menggunakan IPG, kita dapat mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan
gender dalam pembangunan, serta merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk
meningkatkan kesejahteraan perempuan dan laki-laki secara seimbang. Semakin
dekat nilai IPG ke angka 100, semakin setara pembangunan antara laki-laki dan
perempuan. Sebaliknya, semakin jauh jarak angka dari 100, semakin besar
perbedaan kesetaraan antara kedua gender tersebut. Angka 100 dianggap sebagai

standar ideal yang mencerminkan kesetaraan yang sempurna.

Rumus untuk menghitung Indeks Pembangunan Gender (IPG) melibatkan
perbandingan antara indeks pembangunan manusia (IPM) untuk perempuan dan

laki-laki Wisnujati (2020). Secara umum, rumusnya adalah :
Formula IPG (Indeks Pembangunan Gender)
Rumus IPG (Indeks Pembangunan Gender):

IPG = (IPM perempuan / IPM laki-laki) x 100
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Keterangan:
e IPG = Indeks Pembangunan Gender
e [PM = Indeks Pembangunan Manusia

e IPM_{{perempuan}} = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk

perempuan
o [IPM_{{laki-laki}} = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk laki-laki

IPG = 100: Menunjukkan bahwa antara perempuan dan laki-laki tidak ada

perbedaan dalam hal pembangunan manusia (kesetaraan gender sempurna).

IPG > 100: Menunjukkan bahwa perempuan memiliki IPM yang lebih tinggi
dibandingkan laki-laki, yang mungkin mengindikasikan kondisi yang lebih baik

bagi perempuan dalam beberapa dimensi pembangunan.

IPG < 100: Menunjukkan bahwa laki-laki memiliki IPM yang lebih tinggi
dibandingkan perempuan, yang mungkin menunjukkan ketimpangan gender yang

lebih menguntungkan bagi laki-laki Wisnujati (2020).
2.3.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Menurut Iskandar & Hamid (2020) merupakan ukuran yang menilai sejauh mana
perempuan terlibat secara aktif dalam bidang ekonomi dan politik. Indeks ini
mencerminkan kesetaraan gender, khususnya dalam aspek partisipasi politik dan
proses pengambilan keputusan, yang dapat dilihat dari perbandingan proporsi
perempuan dan laki-laki di lembaga legislatif. IDG menunjukkan tingkat
keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan aktivitas ekonomi.
Semakin tinggi nilai IDG di suatu provinsi, semakin seimbang pula pencapaian
antara laki-laki dan perempuan pada komponen-komponennya. Setiap perubahan
dalam komponen penyusun dapat mempengaruhi naik turunnya nilai IDG dan

peringkat wilayah tersebut.
Dimensi utama dalam IDG mencakup:

1. Jumlah perempuan yang aktif di lembaga legislatif, diukur melalui persentase

keterwakilan laki-laki dan perempuan di parlemen.
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2. Jumlah perempuan yang bekerja dan mampu mengambil keputusan secara

mandiri dalam ranah pekerjaan.

3. Distribusi pendapatan yang diukur melalui kesenjangan upah antara laki-laki

dan perempuan.

Untuk menghitung IDG, langkah awal yang dilakukan adalah menghitung EDEP
(indeks dari tiap komponen), yang memperlihatkan tingkat pemerataan distribusi
berdasarkan persentase masing-masing gender. Nilai EDEP dari setiap komponen
kemudian dibagi dengan angka 50, yang dianggap sebagai kondisi ideal distribusi
gender pada tiap komponen. Komponen pengambilan keputusan mencakup
indikator pekerja manajerial/administratif dan profesional/teknisi. Sementara itu,
komponen keterwakilan di parlemen mencakup jumlah anggota DPR, DPRD
provinsi, serta DPRD kabupaten/kota. Penghitungan IDG dilakukan melalui

metode khusus yang menggabungkan semua indikator tersebut.
Yaitu seperti ini :

1
IDG="(I +1 +i

- 3 par Dm inc—dis

Di mana
Ipar = Indeks keterwakilan di parlemen
Ipm = Indeks Pengambilan Keputusan

iinc—dis = Indeks distribusi pendapatan

2.3.3.1 Partisipasi Ekonomi

Ussyarovi & Siskarossa lka Oktora (2023) menyatakan bahwa partisipasi
perempuan dalam Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah keterlibatan
mereka dalam kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga
dan memperbaiki harkat serta martabat perempuan di masyarakat. Konsep
pemberdayaan perempuan menekankan pada proses pemberian kemampuan
kepada perempuan agar mereka dapat mandiri, serta mendorong dan memotivasi

setiap individu untuk memiliki kemampuan dalam menentukan pilihan hidup
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mereka. Pemberdayaan perempuan ditujukan kepada kelompok atau lapisan
masyarakat yang kurang beruntung, sebagai upaya untuk mengembangkan potensi

dan kemampuan yang dimiliki oleh perempuan.

Masruchiyah & Laratmase (2023) pemberdayaan ekonomi perempuan bertujuan
untuk meningkatkan keterampilan, mengurangi tingkat kemiskinan, serta
menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dalam mengembangkan potensi diri
mereka. Keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi telah menjadi bagian
yang tak terpisahkan dari dinamika sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia
sejak lama. Seiring dengan perkembangan zaman, peran perempuan dalam sektor
ekonomi semakin diakui dan menjadi elemen yang kian penting dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi.. Ussyarovi & Siskarossa Ika Oktora (2023) menjelaskan
bahwa peran dan kontribusi perempuan adalah faktor kunci dalam menghadapi
berbagai tantangan yang ada seiring berjalannya transformasi ekonomi. Berbagai
upaya pemberdayaan ekonomi perempuan dilakukan untuk meningkatkan mutu
partisipasi perempuan dalam perekonomian. Banyak perempuan mendukung
pembangunan ekonomi di Indonesia dengan berpartisipasi dalam berbagai sektor,
Perempuan berperan dalam berbagai sektor pekerjaan, seperti di instansi
pemerintah, pertanian, perdagangan, kerajinan, perikanan, sektor jasa, serta
bidang lainnya. Pemberdayaan ekonomi perempuan membuka peluang bagi
mereka untuk memegang tanggung jawab atas kehidupan pribadi dan keluarganya
dalam jangka panjang, tanpa mengesampingkan peran laki-laki sebagai kepala
rumah tangga. Upaya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam
bidang ekonomi dapat dilakukan melalui berbagai program, seperti memperluas
akses perempuan terhadap informasi sumber daya alam serta meningkatkan
literasi digital bagi perempuan pelaku usaha. Dalam mengukur tingkat
pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi, terdapat sejumlah indikator yang
dapat digunakan. Penelitian ini memilih dua indikator utama, yaitu rasio
perempuan yang bekerja di bidang profesional serta rasio perempuan yang

menempati posisi manajerial.

Kedua jenis pekerjaan ini merujuk pada klasifikasi yang ditetapkan dalam

Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia (KBJI) Badan Pusat Statistik (2015) :
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1) Tenaga profesional adalah kelompok utama profesi dalam kategori ini menuntut
penguasaan pengetahuan, keterampilan tingkat lanjut, serta pengalaman dalam
bidang-bidang seperti ilmu alam, ilmu hayati, maupun ilmu sosial dan humaniora.
Seorang tenaga profesional diharapkan mampu mengembangkan serta
menerapkan konsep keilmuan yang dimiliki untuk menyelesaikan berbagai
persoalan, serta mampu menyusun dan menyampaikan materi secara sistematis.
Jenis pekerjaan yang masuk dalam kelompok ini antara lain peneliti di bidang
sains, matematika, dan teknik; peneliti di bidang kesehatan dan ilmu hayati;
peneliti ilmu sosial; tenaga pengajar; ahli hukum; ahli di bidang bisnis; serta

berbagai profesi profesional lainnya.

2) Pejabat Lembaga Legislatif, Pejabat Tinggi dan Manajer Tenaga kerja yang ada
dalam golongan pokok ini memiliki tugas untuk membuat keputusan,
merumuskan, mengarahkan dan memberi saran mengenai kebijakan pemerintah
dan kebijakan organisasi tertentu. Pekerjaan yang masuk kedalam golongan pokok
ini meliputi: pejabat lembaga legislatif dan pemerintah, manajer perusahaan dan

manajer umum.
2.3.3.2 Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan konsep yang menggambarkan keterlibatan aktif
warga negara dalam proses perpolitikan. Ini mencakup keseluruhan tahapan
kebijakan, mulai dari proses pembuatan keputusan hingga evaluasi akhir Silvi et
al., (2024) partisipasi politik adalah kegiatan individu atau kelompok yang secara
sadar dan aktif mengambil bagian dalam kehidupan politik. Wujud konkret dari
partisipasi politik dapat bermacam-macam, seperti memberikan suara dalam
pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, menghadiri kegiatan kampanye,
menjalin komunikasi dengan pejabat pemerintah, atau berinteraksi dengan
anggota parlemen. Inti dari partisipasi politik adalah upaya warga untuk secara
langsung atau tidak langsung memengaruhi arah dan kebijakan pemerintahan.
Melalui partisipasi politik, warga negara tidak sekadar menjadi pemilih pasif,
melainkan berperan aktif dalam mengawal dan membentuk proses demokrasi. Hal

ini memungkinkan masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan
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yang mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga menciptakan sistem

pemerintahan yang lebih responsif dan bertanggung jawab.

Partisipasi politik perempuan dapat terjadi dalam bentuk konvensional maupun
non-konvensional. Namun, partisipasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor,
seperti peluang resmi yang menentukan apakah perempuan diberikan kesempatan
untuk terlibat dalam arena politik, sumber daya sosial yang menunjukkan apakah
mereka memiliki kemampuan untuk berpartisipasi, serta motivasi pribadi atau

keinginan perempuan untuk terlibat secara aktif di dalamnya Silvi et al, (2024)

Indikator ini mengukur jumlah perempuan yang menduduki posisi strategis dalam
pemerintahan dan lembaga legislatif. Menurut Darmastuti (2022) menyatakan
kehadiran perempuan dalam politik dapat mendorong terciptanya kebijakan yang

lebih responsif terhadap kebutuhan gender dan memperkuat sistem demokrasi.

Partisipasi politik perempuan berdasarkan pengkategorian Darmastuti (2022)

terdiri atas:

1. Apatis, yaitu tidak aktif, dan menarik diri dari proses politik.

2. Spectator, yaitu pernah memilih dalam pemilihan umum

3. Gladiator, yang terlibat dalam proses politik; dan

4. Pengeritik, yang berpartisipasi dalam bentuk non-konvensional.

Menurut klasifikasi yang dikembangkan oleh (Darmastuti, 2022), partisipasi
politik perempuan dapat dibedakan menjadi empat tipe, berdasarkan tingkat

kesadaran politik dan kepercayaan mereka terhadap pemerintah:

1. Tipe aktif, yaitu perempuan yang memiliki tingkat kesadaran politik dan

kepercayaan terhadap pemerintah yang tinggi.

2. Tipe apatis (pasif-tertekan), yaitu mereka yang memiliki kesadaran politik dan

kepercayaan terhadap pemerintah yang rendah.

3. Tipe militan radikal, yakni individu dengan kesadaran politik yang tinggi tetapi

minim kepercayaan terhadap pemerintah.
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4. Tipe pasif, yaitu mereka yang memiliki kesadaran politik rendah namun justru

memiliki kepercayaan tinggi terhadap pemerintah.
2.3.3.3 Penguasaan Sumber Daya Ekonomi

Klasen (2018) penguasaan sumber daya ekonomi merupakan salah satu indikator
penting dalam menilai kesetaraan gender dalam konteks ekonomi. Indikator ini
mencakup proporsi pendapatan yang diperoleh perempuan dibandingkan dengan
laki-laki. Ketimpangan pendapatan antara gender tidak hanya mencerminkan
perbedaan dalam upah, tetapi juga mencerminkan akses yang tidak setara terhadap
peluang kerja, pendidikan, dan sumber daya lainnya yang mendukung partisipasi

ekonomi.

Hook & Pettit (2008) menekankan bahwa ketimpangan pendapatan antara laki-
laki dan perempuan mencerminkan adanya diskriminasi gender dalam akses ke
pekerjaan yang layak dan kesempatan ekonomi. Penelitian mereka menunjukkan
bahwa meskipun perempuan telah memasuki pasar kerja dalam jumlah yang
signifikan, mereka masih menghadapi berbagai hambatan yang menghalangi
mereka untuk mendapatkan pendapatan perempuan sering kali tidak mendapatkan
perlakuan yang setara dengan laki-laki. Bentuk ketidaksetaraan ini dapat muncul
dalam berbagai aspek, seperti perbedaan upah untuk pekerjaan yang sama,
keterbatasan akses terhadap jabatan manajerial, serta adanya stereotip gender yang
membatasi pilihan karier bagi perempuan. Salah satu indikator yang digunakan
untuk mengukur hal ini adalah perbandingan pendapatan antara perempuan dan
laki-laki. Ketimpangan pendapatan tersebut mencerminkan adanya ketidakadilan
gender dalam memperoleh pekerjaan yang layak serta dalam mengakses peluang

ekonomi yang setara.
2.3.4 Program Pembangunan Responsif Gender (PPRG)

Elson et al. (2018) menyatakan bahwa Program Pembangunan Responsif Gender
(PPRG) bertujuan untuk mengintegrasikan analisis gender dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan penganggaran pembangunan. PPRG tidak hanya berfokus pada
pencapaian kesetaraan gender sebagai tujuan akhir, tetapi juga bertindak sebagai

alat untuk memastikan bahwa semua program pembangunan memperhitungkan
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kebutuhan dan kepentingan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan di setiap

tahap.

Menurut  Bardasi & Gornick (2008) pendekatan responsif gender ini
memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk mengidentifikasi kebutuhan
spesifik kelompok masyarakat yang berbeda, termasuk perbedaan dalam akses
terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan kontrol atas sumber daya
ekonomi. Dengan demikian, kebijakan dan program yang dihasilkan menjadi lebih

inklusif, efektif, dan efisien dalam mengurangi ketimpangan gender yang ada.

Selain itu, PPRG juga memainkan peran penting dalam mendukung kebijakan
afirmatif yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di sektor
publik dan swasta. Sebagai contoh, penerapan anggaran responsif gender di sektor
pendidikan dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk beasiswa perempuan
di bidang yang selama ini didominasi oleh laki-laki, seperti S.TEM (Science,
Technology, Engineering, and Mathematics). Oleh karena itu, program ini akan
memperhatikan program-program yang berbasis gender dari periode 2019-2023
yang datanya bersumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan di Bappeda

Provinsi Lampung.
2.3.5 Alokasi Anggaran Biaya Kesehatan Reproduksi

Alokasi anggaran untuk kesehatan reproduksi merupakan salah satu komponen
kunci dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak-anak, serta dalam

mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Ada beberapa indikator seperti :
2.3.5.1 Penyediaan Alat Kontrasepsi

Menurut World Health Organization (2012) penyediaan alat kontrasepsi yang
memadai dan beragam merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan
kesejahteraan perempuan serta mendukung perencanaan keluarga yang efektif.
Program keluarga berencana yang responsif gender dapat membantu pasangan,
khususnya perempuan, dalam mengendalikan jumlah dan jarak kelahiran, yang
pada akhirnya meningkatkan kesehatan ibu dan anak.

1. Tingkat Pengetahuan Masyarakat
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Pendidikan dan sosialisasi mengenai kontrasepsi sangat penting untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga.
Nations (2014) menyatakan bahwa masyarakat yang memiliki pemahaman yang
baik tentang manfaat kontrasepsi cenderung memiliki tingkat adopsi yang lebih
tinggi, yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan angka kelahiran yang

tidak direncanakan.
2. Ketersediaan Berbagai Jenis Alat Kontrasepsi

Ketersediaan fasilitas kesehatan yang menyediakan alat kontrasepsi, termasuk
klinik kesehatan, Diversifikasi jenis kontrasepsi, seperti pil, suntik, implan, dan
alat kontrasepsi dalam rahim (IUD), memungkinkan individu untuk memilih
metode yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan mereka.
Penyediaan alat kontrasepsi yang beragam juga dapat meningkatkan tingkat
kepatuhan dan keberhasilan program keluarga berencana di masyarakat (Nations,

2014).
2.3.5.2 Hak Kesehatan

Hak kesehatan yaitu hak asasi manusia yang menjamin setiap individu untuk
menikmati tingkat kesehatan yang baik dan akses terhadap layanan kesehatan
yang memadai. Ini mencakup hak untuk mendapatkan perawatan medis,
pencegahan penyakit, dan akses terhadap informasi kesehatan yang diperlukan
untuk membuat keputusan yang informasional. Hak kesehatan juga mencakup
aspek lingkungan yang mendukung kesehatan, seperti air bersih, sanitasi, dan
kondisi hidup yang layak. Dalam konteks internasional, hak kesehatan diakui
dalam berbagai instrumen hukum, termasuk Kovenan Internasional tentang
Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), yang menekankan bahwa negara harus
mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan realisasi hak ini

bagi semua orang tanpa diskriminasi.

Menurut National Reproductive Health Development Policy and Strategy (2017)
investasi yang memadai dalam kesehatan reproduksi tidak hanya dapat

menurunkan angka kematian ibu (Maternal Mortality Rate/MMR), tetapi juga
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meningkatkan kualitas hidup perempuan secara keseluruhan, termasuk kesehatan

fisik dan mental mereka.
1. Angka Kematian Maternal

Tingginya angka kematian maternal, terutama di negara berkembang, menjadi
indikator penting yang mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran
yang lebih besar untuk layanan kesehatan ibu dan anak. Penyebab utama
kematian maternal, seperti komplikasi saat persalinan, pendarahan hebat, dan
infeksi, dapat diminimalkan dengan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan

yang berkualitas.
2. Akses terhadap Layanan Kesehatan

Indikator yang Harvey (2004) menekankan pentingnya akses universal terhadap
layanan kesehatan reproduksi, terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan
terpinggirkan. Ketika perempuan memiliki akses yang mudah dan terjangkau ke
layanan kesehatan reproduksi, mereka dapat menghindari risiko kesehatan yang
serius, merencanakan kehamilan dengan lebih baik, dan meningkatkan
kesejahteraan keluarga mereka secara keseluruhan. Sebagai contoh, program
seperti pemberian layanan kesehatan ibu gratis di fasilitas kesehatan tingkat
pertama (Puskesmas) dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan angka

kunjungan ibu hamil untuk pemeriksaan antenatal dan persalinan yang aman.
2.3.6 Penitipan Anak

Heckman (2006) menyatakan bahwa akses terhadap layanan penitipan anak yang
terjangkau, berkualitas, dan aman dapat mendukung partisipasi perempuan dalam
angkatan kerja, terutama bagi ibu yang memiliki anak usia dini. Penitipan anak
yang efektif memungkinkan perempuan untuk kembali bekerja atau melanjutkan
pendidikan mereka, sehingga berkontribusi pada peningkatan pendapatan rumah
tangga dan kesejahteraan keluarga.

Secara umum alasan menitipkan anak di luar rumah adalah salah satu dari sebab-

sebab berikut.
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1. Peningkatan jumlah ibu yang bekerja dengan anak usia sekolah

Dalam beberapa dekade terakhir, jumlah ibu yang bekerja di sektor formal
maupun informal terus meningkat. Hal ini menciptakan kebutuhan yang mendesak
akan layanan penitipan anak yang profesional dan terjangkau. Menurut Chambers
(2022) negara-negara yang memiliki kebijakan penitipan anak yang baik

cenderung memiliki tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan yang lebih tinggi.
2. Kondisi ekonomi keluarga

Layanan penitipan anak yang terjangkau dapat meringankan beban ekonomi
keluarga, terutama bagi keluarga dengan pendapatan rendah. Subsidi pemerintah
atau program penitipan anak gratis di tempat kerja dapat menjadi solusi untuk
memastikan akses yang merata bagi semua kelompok masyarakat Chamber

(2022).
2.4 Hubungan antar variabel
a. Partisipasi Politik Perempuan (Y1)

Variabel yang mengukur keterlibatan perempuan dalam proses politik di Lampung
menjadi indikator penting untuk menilai tingkat kesetaraan dan representasi
gender dalam ranah perpolitikan. Tingkat pendidikan berpengaruh dalam
memberdayakan perempuan untuk memahami kompleksitas sistem politik dan
meningkatkan peluang keterlibatan dalam berbagai tahapan proses politik.
Peluang partisipasi perempuan meliputi representasi dalam lembaga legislatif,
keterlibatan dalam partai politik, serta peran dalam formulasi dan advokasi
kebijakan publik. Dengan meningkatnya partisipasi, struktur kepemimpinan
politik di Lampung diharapkan dapat menjadi lebih inklusif dan beragam.
Perempuan membawa perspektif unik yang lebih peka terhadap isu-isu sosial
seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, dan kesejahteraan keluarga.
Tantangan utama meliputi hambatan struktural dan kultural, seperti stereotipe
sosial dan beban ganda antara peran domestik dan publik. Pengukuran variabel ini
tidak sekadar melihat jumlah perempuan yang terlibat, melainkan juga kualitas
keterlibatan dan pengaruh mereka dalam proses pengambilan keputusan menuju

demokrasi yang lebih berkeadilan (Ussyarovi & Siskarossa Ika Oktora, 2023).
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b. Jumlah Perempuan di Angkatan Kerja (Y2)

Variabel yang mengukur keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi
merupakan indikator penting untuk memahami dinamika sosial-ekonomi dan
pemberdayaan gender di suatu wilayah. Faktor pendidikan berpengaruh untuk
menjadi prasyarat utama yang menentukan kapasitas dan peluang perempuan
untuk berkontribusi secara produktif dalam berbagai sektor ekonomi, mulai dari
industri, perdagangan, hingga kewirausahaan. Tingkat upah dan kesempatan yang
setara menjadi faktor kritis yang memengaruhi motivasi dan kemampuan
perempuan untuk memasuki ranah ekonomi, dengan mempertimbangkan
tantangan struktural seperti diskriminasi dan beban ganda antara pekerjaan
domestik dan profesional. Peningkatan keterlibatan perempuan dalam sektor
ekonomi tidak sekadar berimplikasi pada peningkatan pendapatan individual,
melainkan juga memberikan dampak positif yang lebih luas terhadap
kesejahteraan keluarga dan dinamika sosial masyarakat. Ketika perempuan
memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, mereka cenderung
mengalokasikan pendapatannya secara lebih strategis untuk kebutuhan pendidikan
anak, kesehatan keluarga, dan investasi jangka panjang. Partisipasi ekonomi
perempuan juga berkontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi
inklusif, mendiversifikasi struktur ekonomi, serta menciptakan model
pembangunan yang lebih berkeadilan. Dengan demikian, variabel ini bukan
sekadar potret statistik, melainkan cermin transformasi sosial yang fundamental
dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan di berbagai

bidang kehidupan (Limbong & Sakinah, 2024).
c. Proporsi Upah Laki-laki terhadap Perempuan (Y3)

Rasio kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan merupakan indikator
kritis untuk mengukur ketidaksetaraan gender dalam lingkungan kerja, yang
secara sistematis menggambarkan perbedaan kompensasi berdasarkan jenis
kelamin. Pengaruh kesenjangan upah berdampak secara signifikan pada struktur
sosial ekonomi, di mana perempuan mengalami hambatan struktural dalam

memperoleh penghasilan yang setara dengan laki-laki pada pekerjaan dengan
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kualifikasi sama. Faktor pendidikan dan jenis pekerjaan menjadi variabel utama
yang memengaruhi besaran kesenjangan upah, dengan sejumlah sektor masih
menunjukkan bias gender yang kuat. Implikasi dari kesenjangan ini tidak hanya
berdampak pada individu perempuan, melainkan juga pada dinamika
kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Pengaruh jangka
panjang dari ketimpangan upah ini dapat menurunkan produktivitas ekonomi dan
menciptakan siklus ketidaksetaraan yang berkelanjutan. Dengan menutup
kesenjangan upah, perempuan memiliki kesempatan lebih besar untuk
meningkatkan kualitas hidup, mengakses pendidikan lanjut, dan berkontribusi
secara maksimal dalam pembangunan ekonomi. Transformasi sistemik melalui
regulasi, pendidikan, dan perubahan budaya kerja menjadi kunci utama dalam
mengatasi akar permasalahan kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan

(Chandra et al., 2024).
2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang sejalan dengan

topik penelitian antara lain :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian Penulis
No (Tahun) Variabel Kesimpulan
Pemberdayaan Ekonomi Pemberdayaan
Perempuan melalui Usaha Se'm & ) Usaha Mikro, mf:lalui usaha
1 Mikro Hidayati Pemberdayaan mikro
(2018) Ekonomi meningkatkan
kesejahteraan
ekonomi
perempuan.
Peran Koperasi dalam Koperasi
. Subramaniam Koperasi berperan
Pemberdayaan Ekonomi ’ .
) Perempuai & Noor Ekonomi pent.lng dalam
(2019) Perempuan ~ Meningkatkan
pendapatan
perempuan
melalui

akses ke pasar.
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Judul Penelitian Penulis
No (Tahun) Variabel Kesimpulan
Pengaruh Pelatihan Pelatihan
Kewirausahaan Pratama &  Pelatihan kewirausaha
3 terhadap Ekonomi Sumarni Kewirausahaan, an
Perempuan (2020) Pendapatan  meningkatka
Perempuan n
keterampilan
dan
pendapatan
perempuan.
Analisis Faktor yang
Mempengaruhi Faktor
Keberhasilan Dewi & Faktor Sosial, pendidikan
4 Pemberdayaan Ekonomi  Fatmawati  Ekonomi, dan sosial
Perempuan (2017) Pendidikan  sangat
mempengaruhi
pemberdayaan
ekonomi
perempuan.
Model Pemberdayaan Usaha kecil
Ekonomi Harahan & Usaha Kecil, dan d@gan
r
5 Perempuan di Pedesaan Ju?laz d?p Eir;lﬁzﬁ?}’aan l;?;?gl;ii
(2016) pemberdayaan
perempuan di
pedesaan.
Pengaruh Akses Pendidikan Akses
Terhadap Pemberdayaan . Akses pendidikan
6 Ekonomi Salim & Pendidikan, yang lebih
Perempuan Kartini (2018) Kemandirian baik
Ekonomi meningkatkan
kemandirian
ekonomi
perempuan.
Pemberdayaan Ekonomi
Perempuan Pengelolaan
Melalui Pengelolaan Rizki & Sumber Daya sumber daya
7 Sumber Daya . am, alam dapat
Alam Utami (2021) Ekonomi menjadi

Perempuan  sumber
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Judul Penelitian Penulis
No (Tahun) Variabel Kesimpulan
pemberdayaan
ekonomi
perempuan.
Efektivitas Program Program
Pemberdayaan Ekonomi Program pemberdayaa
2 Perempuan di Yulianto & Pemberdayaa n memiliki
Kota Pertiwi n, dampak
(2019) Kesejahteraa signifikan
n Ekonomi  terhadap
kesejahteraan
perempuan.
Pengaruh Partisipasi Partisipasi
Perempuan perempuan
Ningsih &  Partisipasi, dalam
9  dalam P‘embangunan Kurniawati ~ Pembanguna  pembangunan
Ekonomi (2017) n Ekonomi ekonomi
meningkatkan
kualitas hidup
mereka.
Peran Teknologi Informasi ' Teknologi
dalam Amalia & Tefknologl informasi
. Informasi, .
10 Pemberdayaan Ekonomi Sutrisno Kemandirian meningkatkan
P (2020) © akses
erempuan Ekonomi
perempuan

terhadap pasar
dan peluang
usaha.

2.6 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun berdasarkan hubungan logis antara
pendidikan sebagai variabel bebas (independen) dengan indikator-indikator
pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai variabel terikat (dependen), yang
meliputi partisipasi politik perempuan, partisipasi perempuan dalam angkatan
kerja, dan proporsi upah perempuan terhadap laki-laki. Pendidikan merupakan

bentuk investasi sumber daya manusia sebagaimana dijelaskan dalam teori Human
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Capital, di mana peningkatan tingkat pendidikan diyakini mampu meningkatkan
keterampilan, produktivitas, dan daya saing perempuan di pasar kerja. Pendidikan
yang lebih tinggi juga memungkinkan perempuan memperoleh pekerjaan formal
dengan pendapatan yang lebih baik, serta meningkatkan partisipasi dalam

pengambilan keputusan baik di ranah ekonomi maupun politik.

Dalam dimensi politik, pendidikan mendorong peningkatan partisipasi politik
perempuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan, maka semakin
tinggi pula kemungkinan ia memiliki kesadaran politik, keberanian untuk terlibat
dalam proses politik, serta kemampuan dalam memahami isu-isu kebijakan. Hal
ini sejalan dengan teori Critical Mass yang menyatakan bahwa keterwakilan
perempuan dalam lembaga politik akan lebih efektif apabila mencapai jumlah
kritis, yakni minimal 30% dari total anggota legislatif, agar dapat mempengaruhi
pengambilan keputusan secara signifikan. Pada dimensi ekonomi, pendidikan
memungkinkan perempuan memperoleh akses kerja yang lebih luas dan layak,
sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi angkatan kerja (TPAK)
perempuan. Pendidikan juga berkaitan erat dengan upah yang diterima. Secara
teoritis, semakin tinggi pendidikan, maka semakin tinggi pula potensi pendapatan
seseorang. Namun demikian, dalam praktiknya, kesenjangan gender dalam
pengupahan masih terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini juga menguji apakah
pendidikan dan jenis pekerjaan berpengaruh terhadap proporsi upah perempuan

dibandingkan laki-laki.

Ketiga indikator tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mengukur
pemberdayaan ekonomi perempuan yang menjadi salah satu pilar penting dalam
pembangunan berkelanjutan sebagaimana ditekankan dalam Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-4 tentang pendidikan berkualitas dan
tujuan ke-5 tentang kesetaraan gender. Selain itu, untuk memperkuat analisis,
penelitian ini juga mempertimbangkan capaian provinsi Lampung dalam Indeks
Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), sebagai
alat ukur kuantitatif terhadap perkembangan pembangunan berbasis gender.
Dengan demikian, kerangka berpikir dalam penelitian ini menggambarkan bahwa
semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan, maka semakin besar pula

kemungkinan meningkatnya pemberdayaan ekonomi perempuan, yang tercermin
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melalui partisipasi politik, partisipasi di angkatan kerja, serta proporsi upah yang

lebih setara.

Untuk mempermudah alur berfikir, peneliti menggambarkan kerangak berfikir

sebagai berikut :

Pemberdayaan Perempuan

i |

Partisipasi Politik Perempuan di Proporsi Upah
Perempuan Angkatan Kerja
l l A\ 4
Educl & Educ?2 Educl, Educ2, & Educl, Educ2, Sektor
Pekerjaan, laki-laki &
Upah perempuan yang beketja
> Pembangunan Inklusif dan <
berkelanjutan

Gambar 4. Kerangka Berfikir

2.7 Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
2.7.1 Hipotesis Model Partisipasi Politik Perempuan

a. Diduga EDUCI berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik perempuan

di Provinsi Lampung.

b. Diduga EDUC2 tidak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik

perempuan di Provinsi Lampung.
2.7.2 Hipotesis Model Tingkat Partisiapasi Perempuan di Angkatan Kerja

a. Diduga EDUCI tidak berpengaruh signifikan terhadap perempuan diangkatan

Provinsi Lampung.
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b. Diduga EDUC2 berpengaruh signifikan terhadap perempuan diangkatan kerja

Provinsi Lampung.

c. Diduga Upah berpengaruh signifikan terhadap perempuan diangkatan kerja

Provinsi Lampung.
2.7.3 Hipotesis Model Proporsi Upah

a. Diduga EDUCI1 tidak berpengaruh signifikan terhadap proporsi upah

perempuan terhadap laki-laki di Provinsi Lampung.

b. Diduga EDUC2 berpengaruh signifikan terhadap peningkatan proporsi upah

perempuan terhadap laki-laki di Provinsi Lampung.

c. Diduga laki-laki dan perempuan yang bekerja berpengaruh signifikan terhadap

proporsi upah di Provinsi Lampung.



HI.METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian
deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh
tingkat pendidikan terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan di Provinsi
Lampung selama periode 2019-2023. Penelitian ini memanfaatkan metode
analisis regresi data panel dengan pendekatan pooled data, yang merupakan
kombinasi antara data cross section (lintas kabupaten/kota) dan time series
(rentang waktu tahunan). Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah 15
kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Data yang digunakan merupakan data
sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik
(BPS), Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), serta instansi terkait
lainnya. Data diperoleh melalui publikasi daring di situs resmi www.bps.go.id dan
sumber institusi terkait yang kredibel. Pemilihan sumber data didasarkan pada
kriteria keterkinian, relevansi terhadap variabel penelitian, serta kelengkapan data

dalam rentang waktu lima tahun (2019-2023).

Penelitian ini menggunakan tiga variabel dependen (Y), yaitu: (1) Partisipasi
Politik Perempuan (Y:), yang diukur berdasarkan persentase keterwakilan
perempuan di DPRD kabupaten/kota; (2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Perempuan (Y2), yang diukur melalui indikator TPAK perempuan di masing-
masing wilayah; dan (3) Proporsi Upah Perempuan terhadap Laki-laki (Y3), yang
dihitung dari rasio rata-rata upah perempuan dibandingkan dengan laki-laki.
Sementara itu, variabel independen (X) yang digunakan dalam penelitian ini
adalah: (1) EDUCI yaitu proporsi perempuan yang menamatkan pendidikan
tingkat SMA, dan (2) EDUC2 yaitu proporsi perempuan yang menamatkan
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pendidikan perguruan tinggi (universitas). Selain itu, terdapat pula variabel
kontrol seperti jumlah perempuan yang bekerja. Sektor lapangan (sekind, sekperd,
sekperta), serta jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang bekerja, untuk

menguji pengaruhnya terhadap proporsi upah.
3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana
setiap variabel didefinisikan secara spesifik dan diukur secara kuantitatif agar
dapat dianalisis secara empiris. Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel

dependen, independen, dan kontrol, yang dirinci sebagai berikut:
Definisi operasional dalam penelitian ini mencakup 9 variabel utama :
3.2.1 Variabel Dependen

a. Variabel Partisipasi Politik Perempuan pada periode penelitian 2019-2023
didefinisikan sebagai jumlah perempuan yang menduduki kursi legislatif di
DPRD tingkat kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Variabel ini menunjukkan
sejauh mana perempuan terlibat dalam proses politik formal dan diukur dalam

satuan jumlah orang.

b. Variabel Dependen yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan adalah
jumlah penduduk perempuan usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk
dalam angkatan kerja (yang bekerja) pengukuran dilakukan dalam bentuk

jumlah orang.

c. Variabel Dependen yaitu Proporsi Upah Perempuan terhadap Laki-laki adalah
merujuk pada perbandingan jumlah atau persentase upah yang diterima oleh
pekerja laki-laki dan pekerja perempuan dalam suatu periode waktu tertentu

yang diukur dalam satuan persen (%).
3.2.2 Variabel Independen

a. Variabel Independen yaitu EDUCI (SMA) menunjukkan jumlah penduduk
perempuan yang telah menyelesaikan pendidikan menengah atas atau sederajat
(SMA/MA/SMK). Penduduk dengan tingkat pendidikan ini adalah mereka
yang pernah bersekolah dan lulus pada jenjang SMA atau sederajat, dibuktikan
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dengan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar. Pengukuran dilakukan

dalam satuan persen (%).

. Variabel EDUC2 (Perguruan Tinggi) adalah menunjukkan jumlah penduduk
perempuan yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi, baik diploma, sarjana,
magister, maupun doktor. Penduduk dengan tingkat pendidikan ini adalah
mereka yang pernah berkuliah dan lulus pada jenjang pendidikan tinggi,
dibuktikan dengan adanya ijazah atau sertifikat kelulusan. Pengukuran

dilakukan dalam satuan persen (%).

. Variabel Independen yaitu Sektor Lapangan adalah Jenis Sektor Pekerjaan
Perempuan (SEKIND, SEKPERD, dan SEKPERTA) yang menggambarkan
distribusi sektor pekerjaan yang ditekuni oleh perempuan di masing-masing
kabupaten/kota. SEKIND menunjukkan jumlah perempuan yang bekerja di
sektor industri, SEKPERD menunjukkan jumlah perempuan yang bekerja di
sektor perdagangan, dan SEKPERTA menunjukkan jumlah perempuan yang
bekerja di sektor pertanian. Ketiga variabel ini mencerminkan kecenderungan
sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja perempuan dan masing-masing

diukur dalam satuan jumlah orang.

. Variabel Independen yaitu Jumlah Laki-laki yang Bekerja menunjukkan jumlah
penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas yang termasuk kategori bekerja, yaitu
melakukan kegiatan ekonomi paling sedikit satu jam secara terus-menerus
dalam seminggu terakhir dengan tujuan memperoleh penghasilan atau
keuntungan. Kegiatan ini mencakup pekerjaan berupah/gaji, usaha sendiri.

Pengukuran dilakukan dalam satuan orang.

. Variabel Independen yaitu Perempuan yang Bekerja menunjukkan jumlah
penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang termasuk kategori bekerja,
yaitu melakukan kegiatan ekonomi paling sedikit satu jam secara terus-
menerus dalam seminggu terakhir dengan tujuan memperoleh penghasilan atau
keuntungan. Menurut BPS, kegiatan ini mencakup pekerjaan berupah/gaji,

usaha sendiri. Pengukuran dilakukan dalam satuan orang.
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3.3 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Lampung untuk seluruh kabupaten/kota.
Data diperoleh melalui situs resmi www.bps.go.id. Waktu penelitian di mulai dari
2019-2023. Dengan memilih periode ini, diharapkan dapat memberikan gambaran
yang lebih jelas dan terkini tentang kondisi yang ada. Selain itu, periode ini juga
memungkinkan peneliti untuk melihat dampak dari kebijakan dan program
pembangunan yang telah diterapkan, sehingga hasil penelitian dapat membantu

dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan di daerah tersebut.
3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan data sekunder seperti Badan Pusat Statistika
(SAKERNAS) Provinsi Lampung dan instansi terkait lainnya. Data yang diambil
data yang relevan dan terbaru yang digunakan dari perpustakaan BPS Provinsi

Lampung.
3.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, yaitu metode yang
menggabungkan data deret waktu (time series) dengan data lintas individu atau
sektor (cross section) dari tahun 2019-2023 pada 15 Kabupaten/kota di provinsi
Lampung. Penggunaan data panel memiliki keunggulan dalam mengurangi
potensi bias akibat variabel yang terabaikan (omitted variables), yaitu kondisi
ketika model tidak memasukkan variabel penting yang seharusnya
diperhitungkan. Selain itu, metode ini juga lebih efektif dalam mengatasi masalah
interkorelasi antar variabel independen, yang dapat mengganggu keakuratan hasil
estimasi regresi. Regresi panel sendiri merupakan teknik statistik yang digunakan
untuk menilai pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap variabel

dependen.

Keunggulan Data Panel Menurut Gujarati, 2015 mencakup beberapa aspek

penting dalam analisis data panel. Berikut adalah beberapa keunggulan tersebut:

1. Menggabungkan data cross-section dan time-series sehingga total
observasi meningkat hal ini membuat estimasi menjadi lebih efisien,

dengan variabilitas yang lebih tinggi, lebih banyak degree of freedom, dan
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pengurangan multikolinearitas.

. Memungkinkan kontrol heterogenitas individu/unit data panel

memungkinkan analisis yang memperhitungkan karakteristik unik tiap
subjek (misalnya individu, perusahaan), baik dengan Fixed Effects

maupun Random Effects.

Efektif untuk menganalisis dinamika perubahan dari waktu ke waktu
struktur panel memungkinkan studi fenomena seperti hukuman
pengangguran, mobilitas tenaga kerja, dan perubahan jangka pendek

maupun jangka panjang.

Mendeteksi efek yang tidak terlihat pada data cross-section atau time-
series saja beberapa efek hanya dapat diidentifikasi dengan data panel

karena strukturnya yang mengandung informasi lebih mendalam.

. Memungkinkan pemodelan perilaku yang lebih kompleks Misalnya, model

tentang skala ekonomi dan perubahan teknologi lebih mudah dianalisis

dengan panel data daripada hanya dengan jenis data tunggal.

Kelemahan Data Panel Menurut Gujarati, 2015 mencakup beberapa dalam

analisis data panel. Berikut adalah beberapa kelemahan tersebut:

1.

Tingginya kebutuhan data (N dan T) yang dapat menjadi sulit atau mahal
untuk diperoleh.

Kompleksitas estimasi (pemilihan model yang benar Fixed vs Random

Effects, uji Hausman, asumsi heteroskedastisitas dan autokorelasi).

Isu spesifikasi model yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yang

bisa menyebabkan bias estimasi.
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Bentuk persamaan struktural penelitian ini sebagai berikut:
Model 1

PPolitikwit = 0 + p1 Educlit + B2 Educ2it + €it

Keterangan:

PPolitikw;i = Partisipasi politik

Educl; = Tingkat Pendidikan SMA

Educ2;;= Tingkat Pendidikan perguruan tinggi

Bo = Konstanta

B1 = Koefisien regresi yang menunjukkan pengaruh masing-masing variabel bebas
terhadap Partisipasi Politik.

¢ = Error

1 = Kabupaten/kota

t = Tahun

Model 2

TPAK_P i = B0 + B1 Educlic + 2 Educ2ic + B3 Ui + €it

Keterangan:

TPAK Pj; = Perempuan di ngkatan Kerja
Educl; = Tingkat Pendidikan SMA

Educ2;= Tingkat Pendidikan Perguruan Tinggi

Uit = Upah

Bo: Konstanta

B1, P2, = Koefisien regresi yang menunjukkan pengaruh masing-masing variabel
bebas terhadap TPAK P

€: Error term

1 = Kabupaten/kota

t = Tahun
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Model 3

PropWageit = 0 + p1 Educlit + p2 Educ2ic + B3 Sekindit + p4
Sekperdit + pS Sekpertaic + 6 Bekerja_Lic + 7 Bekerja_Pic + €it

Keterangan:

PropWagei: = Proporsi Upah Laki-laki Terhadap Perempuan
Educl;; = Tingkat Pendidikan SMA

Educ2;= Tingkat Pendidikan Perguruan Tinggi

Sekind;; = Sektor Industri

Sekperdi; = Sektor Perdagangan

Sekpertaj; = Sektor Pertanian

Bekerja Lj = Laki-laki yang bekerja

Bekerja_ Pii= Perempuan yang bekerja

Bo: Konstanta

B1, B2, B3, P4, Ps, Bs, = Koefisien regresi yang menunjukkan pengaruh masing-
masing variabel bebas terhadap Proporsi upah

€: Error term
3.6 Teknik Estimasi Regresi Panel

Penelitian ini menggunakan teknik estimasi regresi panel linier untuk
menganalisis data yang mencakup dua dimensi, yaitu waktu (time series) dan
individu atau unit pengamatan (cross-section). Analisis dilakukan dengan
membagi model menjadi tiga jenis, yaitu Model Efek Umum (Common Effect

Model), Model Efek Tetap (Fixed Effect), dan Model Efek Acak (Random Effect).
1. Metode Common Effect Model (CEM)

Metode kuadrat terkecil (Ordinary Least Square/OLS) biasanya digunakan untuk
menganalisis data pooled, dan merupakan pendekatan paling dasar dalam analisis
data panel. Sebelum menjalankan regresi data panel, data cross-section dan time
series perlu digabungkan terlebih dahulu dalam bentuk pooled data dengan
menggunakan pendekatan OLS. Dalam metode ini, baik perbedaan antar individu

maupun dimensi waktu tidak dipertimbangkan secara khusus.
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2. Metode Fixed Effect Model (FEM)

Berasumsi bahwa setiap objek memiliki konstanta yang tetap nilainya untuk
berbagai periode waktu. Pendekatan ini mempertimbangkan kemungkinan adanya
masalah variabel yang diabaikan (omitted variables), di mana variabel-variabel
tersebut dapat mempengaruhi perubahan pada intercept dalam analisis time series
atau cross section. Dalam model ini, peneliti menambahkan variabel dummy
untuk memungkinkan adanya variasi pada intercept. Model FEM mengasumsikan
bahwa perbedaan antar unit dapat diidentifikasi melalui perbedaan nilai konstanta
yang dimiliki. Estimasi dalam model Fixed Effect dapat dilakukan tanpa
menggunakan pembobot atau dengan metode Least Square Dummy Variable
(LSDV). Pembobotan ini bertujuan untuk mengurangi heterogenitas di antara unit

Cross section.
3. Metode Random Effect Model (REM)

Metode Fixed Effect Model (FEM) memiliki kelemahan, yaitu penggunaan
variabel dummy dalam model dapat menyebabkan penurunan derajat kebebasan,
yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya efisiensi estimasi parameter.
Untuk mengatasi hal tersebut, dapat digunakan pendekatan Random Effect Model
(REM), yang memanfaatkan variabel gangguan (error term) sebagai alternatif.
REM dirancang untuk mengestimasi data panel dengan kemungkinan adanya
korelasi antara kesalahan pengukuran pada dimensi waktu dan individu. Dalam
penerapannya, metode yang paling sesuai untuk mengestimasi model Random

Effect adalah Generalized Least Square (GLS).
3.7 Pengujian Model Panel

Untuk menguji kesesuaian model dari kedua teknik estimasi model dengan data
panel, digunakan tiga uji, yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Multiplier. Uji
Chow berfungsi untuk menentukan model terbaik antara Common Effect Model
dan Fixed Effect Model. Sementara itu, Uji Hausman digunakan untuk memilih
antara Fixed Effect Model atau Random Effect Model. Terakhir, Uji Lagrange
Multiplier (LM) digunakan untuk menentukan apakah metode yang lebih tepat
adalah Common Effect Model atau Random Effect Model.
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1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk memilih model yang paling sesuai antara Common
Effect Model dan Fixed Effect Model. Dalam penelitian ini, pengujian Chow
dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Eviews. Adapun hipotesis yang

digunakan dalam uji Chow dirumuskan sebagai berikut:

HO: Common Effect Model.
Ha : Fixed Effect Model

Pengujian ini didasarkan pada nilai probabilitas dari cross-section F. Apabila nilai
probabilitas tersebut melebihi tingkat signifikansi a = 0,05, maka model yang
tepat digunakan adalah Common Effect Model. Sebaliknya, jika nilai probabilitas
F lebih kecil dari 0,05, maka terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis nol,
sehingga model yang lebih sesuai untuk diterapkan adalah Fixed Effect Model.

2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model yang paling tepat antara Fixed
Effect Model dan Random Effect Model. Pengujian ini didasarkan pada perumusan

hipotesis sebagai berikut:

HO: Random Effect Model (REM)
Ha: Fixed Effect Model (FEM).

Kriteria Pengujian:

Jika probabilitas uji Hausman > 0,05, maka HO diterima (menggunakan REM).
Jika probabilitas uji Hausman < 0,05, maka Ha ditolak (menggunakan FEM).

3. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk menentukan metode yang paling
sesuai antara Common Effect Model dan Random Effect Model. Pengujian ini

dilakukan dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut:

HO : Common Effect Model
Ha : Random Effect Model
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Apabila probabilitas Breusch-Pagan < a = 0.05 maka HO ditolak artinya, teknik
terbaik dalam mengestimasi regresi data panel adalah Random Effect Model.
Sebaliknya, apabila probabilitas > a = 0.05 maka Ha ditolak, artinya teknik

terbaik dalam mengestimasi regersi data panel adalah Common Effect Model.
3.8 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam analisis
regresi linier berganda menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Agar
suatu estimator dapat dianggap sebagai BLUE (Best Linear Unbiased Estimator),
ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu estimator harus bersifat linear,
tidak bias, dan memiliki varian terkecil. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik
yang dilakukan meliputi uji  normalitas, uji kolinearitas, dan uji
heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik sangat penting untuk memastikan bahwa
model regresi yang digunakan valid dan dapat diandalkan, sehingga hasil analisis

dapat diinterpretasikan dengan akurat.
3.8.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data residual mengikuti
distribusi normal, sehingga memungkinkan untuk digunakan dalam analisis
statistik parametrik (seperti statistik inferensial). Residual dikatakan berdistribusi
normal apabila nilai residual yang telah distandarisasi mendekati nilai rata-
ratanya. Untuk menilai normalitas residual, dapat digunakan analisis grafik. Selain
itu, normalitas juga dapat diuji melalui metode statistik non-parametrik, seperti uji
Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dalam uji ini, residual dianggap terdistribusi normal

jika nilai signifikansinya melebihi 0,05.

Pendekatan grafis dapat dilakukan melalui normal probability plot, yaitu grafik
yang membandingkan distribusi kumulatif dari data dengan distribusi normal. Jika
distribusi data membentuk garis lurus diagonal, maka hasil plot residual akan
dibandingkan terhadap garis tersebut. Keputusan dibuat berdasarkan kriteria
sebagai berikut: apabila titik-titik data tersebar di sekitar garis diagonal dan
mengikuti arah garis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model memenuhi

asumsi normalitas. Sebaliknya, jika titik-titik data menyimpang jauh dari garis
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diagonal atau tidak mengikuti polanya, maka model dianggap tidak memenuhi

asumsi normalitas.
3.8.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas terjadi jika terdapat korelasi tinggi antar variabel independen.
Dalam konteks penelitian ini, jika ada beberapa variabel yang berkorelasi tinggi
(misalnya, upah dan variabel lainnya), hal ini dapat menyebabkan masalah dalam
estimasi model regresi. Ketika terjadi multikolinearitas, koefisien regresi tidak

dapat diinterpretasikan dengan baik.
Metode Uji:

a. Variance Inflation Factor (VIF)

b. Tolerance Test Interpretasi

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar
variabel independen dalam model regresi berganda. Apabila terdapat dua variabel
bebas yang memiliki korelasi sangat tinggi, maka hanya salah satu yang sebaiknya
dimasukkan ke dalam model regresi. Korelasi dianggap tinggi jika nilai koefisien
korelasinya () lebih dari 0,10. Sebaliknya, jika nilai korelasi antar variabel kurang
dari 0,10, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas. Model
regresi yang baik seharusnya bebas dari masalah multikolinieritas antar variabel

bebas.

Untuk mengetahui apakah multikolinieritas terjadi, digunakan pengujian terhadap
nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai toleransi. Toleransi mencerminkan
sejauh mana variasi suatu variabel independen tidak dijelaskan oleh variabel
bebas lainnya dalam model. Indikasi adanya multikolinieritas muncul ketika nilai
VIF berada antara 0,10 dan 10. Suatu model dinyatakan bebas dari
multikolinieritas jika nilai toleransi (1/VIF) lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang
dari 10. Sebaliknya, apabila toleransi di bawah 0,10 dan VIF melebihi 10, maka
model tersebut mengindikasikan adanya multikolinieritas dan tidak lolos

pengujian.
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3.8.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi
terdapat perbedaan varian residual antara satu observasi dengan observasi lainnya.
Model regresi yang ideal adalah model yang memenuhi asumsi homoskedastisitas,
yaitu ketika varian residual bersifat konstan atau tidak menunjukkan gejala
heteroskedastisitas. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi

keberadaan heteroskedastisitas adalah White Test.
3.9 Uji Statistik

Hasil dari uji t dan uji F akan digunakan untuk menentukan signifikansi pengaruh
variabel independen terhadap variabel dependen, yang akan menjadi dasar untuk
menarik kesimpulan tentang hubungan antara pendidikan, partisipasi politik,

keberadaan perempuan di angkatan kerja, dan perbedaan upah.
3.9.1 Uji-t

Uji signifikansi parsial (Uji t) bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing
koefisien regresi memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel
dependen. Uji ini digunakan untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen
secara individu terhadap variabel terikat. Proses pengujian dilakukan dengan
membandingkan nilai ¢-hitung dengan t-tabel. Jika nilai ¢-hitung lebih besar dari ¢-
tabel, maka Ho ditolak, yang berarti variabel independen tersebut berpengaruh
signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai #-Aitung lebih kecil
dari t-tabel, maka Ho diterima, menandakan bahwa variabel independen tersebut

tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Ho: Tidak terdapat pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel
dependen.
Ha: Terdapat pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel

dependen.
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Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas (p-value) hasil

estimasi regresi . Kriteria pengambilan keputusan:

Jika nilai p-value < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti variabel

independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Jika nilai p-value > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti variabel

independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
39.2Uji F

Uji F merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengevaluasi pengaruh
seluruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dalam
model regresi. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah variabel-
variabel bebas secara bersama-sama memiliki dampak signifikan terhadap
variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung
dengan F-tabel pada tingkat signifikansi tertentu. Jika F-hitung lebih besar
daripada F-tabel, maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (H,)
diterima, yang berarti variabel independen secara kolektif berpengaruh signifikan
terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika F-hitung lebih kecil dari F-tabel,
maka Ho diterima dan H, ditolak, menunjukkan bahwa variabel independen tidak

memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan.
3.10 Uji Koefisien Determinasi R?

Penelitian ini mengharapkan nilai Adjusted R* mendekati angka 1, karena hal
tersebut menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan proporsi

besar dari variasi yang terdapat pada variabel dependen.
3.10.1 Uji R?

Uji R? digunakan untuk menilai sejauh mana variabel independen mampu
menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Nilai R? yang ideal
adalah 1, yang berarti seluruh variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan
sepenuhnya oleh variabel bebas yang digunakan dalam model. Apabila nilai
Adjusted R* sama dengan 0, maka variabel independen memiliki kemampuan

yang sangat lemah dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai
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Adjusted R* mendekati 1, maka hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk
memprediksi variabel dependen sudah tercakup dalam variabel independen. Oleh
karena itu, suatu model dikatakan baik apabila nilai Adjusted R*> mendekati angka

1.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan Partisipasi Politik Perempuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap partisipasi politik perempuan di Provinsi Lampung. Secara
khusus, pendidikan menengah (SMA) yang direpresentasikan oleh variabel Educl
memberikan pengaruh yang lebih besar dan positif terhadap peningkatan
partisipasi politik perempuan dibandingkan pendidikan tinggi (perguruan tinggi)
yang diwakili oleh variabel Educ2. Educl menunjukkan bahwa semakin tinggi
proporsi perempuan dengan latar belakang pendidikan SMA, semakin besar pula
keterlibatan mereka dalam kegiatan politik, baik sebagai pemilih aktif maupun
sebagai calon legislatif. Variabel Educ2 juga justru menunjukkan pengaruh yang
signifikan, mengindikasikan bahwa meskipun perempuan berpendidikan tinggi
memiliki potensi yang besar, mereka belum sepenuhnya terlibat dalam arena
politik lokal. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan struktural dan hambatan
non-akademik yang menghambat partisipasi perempuan berpendidikan tinggi di

ruang-ruang pengambilan keputusan.
5.2 Kesimpulan Perempuan di Angkatan Kerja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan tinggi (perguruan tinggi)
memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap partisipasi perempuan di angkatan
kerja dibandingkan pendidikan menengah (SMA). Perempuan dengan latar
belakang pendidikan perguruan tinggi cenderung lebih aktif dan memiliki peluang
lebih besar untuk terlibat dalam dunia kerja formal. Hal ini menunjukkan bahwa
semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki, semakin besar pula dorongan

dan kesiapan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Selain itu,
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upah juga berpengaruh signifikan terhadap partisipasi kerja perempuan, di mana
semakin tinggi tingkat upah yang ditawarkan, semakin besar pula motivasi
perempuan untuk bekerja. Dengan demikian, peningkatan akses pendidikan tinggi
dan jaminan upah yang layak menjadi faktor penting dalam mendorong

keterlibatan perempuan di pasar kerja, khususnya di Provinsi Lampung.
5.3 Kesimpulan Proporsi Upah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, baik pendidikan
menengah (Educl) maupun pendidikan tinggi (Educ2), berpengaruh terhadap
proporsi upah perempuan dibandingkan laki-laki di Provinsi Lampung. Di antara
keduanya, pendidikan tinggi (Educ2) memberikan pengaruh yang lebih besar
terhadap peningkatan proporsi upah perempuan. Perempuan lulusan perguruan
tinggi cenderung memiliki akses terhadap jenis pekerjaan yang lebih profesional
dan berupah lebih tinggi, sehingga mendekatkan tingkat penghasilan mereka
dengan laki-laki. Sementara itu, pendidikan menengah juga berkontribusi, namun

tidak sebesar pengaruh dari pendidikan tinggi.

Selain faktor pendidikan, jumlah perempuan dan laki-laki yang bekerja juga
berpengaruh signifikan terhadap proporsi upah. Peningkatan jumlah perempuan
yang bekerja cenderung mendorong proporsi upah perempuan menjadi lebih
tinggi, karena semakin banyak perempuan yang berkontribusi dalam sektor
ekonomi, maka daya tawar mereka dalam dunia kerja pun meningkat. Sebaliknya,
peningkatan jumlah laki-laki yang bekerja dapat memperlebar kesenjangan upah,
karena dominasi laki-laki di sektor formal yang lebih mapan sering kali

memperkuat struktur upah yang tidak setara.
5.4 Saran Partisipasi Politik Perempuan

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan
akses pendidikan, khususnya pendidikan tinggi bagi perempuan, guna
memperluas keterlibatan mereka dalam ranah politik. Selain itu, perlu adanya
program pelatihan kepemimpinan dan literasi politik yang menyasar perempuan,
terutama di daerah yang tingkat pendidikannya masih rendah. Partai politik juga

diharapkan lebih aktif dalam merekrut dan mendukung kader perempuan untuk
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meningkatkan keterwakilan yang tidak hanya memenuhi kuota, tetapi juga mampu

memberikan kontribusi substantif dalam proses pengambilan kebijakan publik.
5.5 Saran Perempuan di Angkatan Kerja

Untuk mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di
Provinsi Lampung, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan program
peningkatan keterampilan dan pelatithan vokasional yang relevan dengan
perkembangan industri. Selain itu, penyediaan dukungan sosial seperti fasilitas
penitipan anak, layanan konseling kerja, serta kampanye kesadaran publik
mengenai pentingnya peran perempuan dalam sektor ekonomi perlu diperluas.
Upaya ini penting untuk mengurangi hambatan struktural dan sosial yang selama
ini membatasi mobilitas dan keterlibatan perempuan dalam dunia kerja, terutama

bagi mereka yang telah menyelesaikan pendidikan menengah maupun tinggi.
5.6 Saran Proporsi Upah

Untuk menekan kesenjangan proporsi upah antara perempuan dan laki-laki,
disarankan agar pemerintah daerah merancang kebijakan ketenagakerjaan yang
lebih adil dan responsif gender. Penegakan prinsip upah setara untuk pekerjaan
yang setara (equal pay for equal work) perlu diperkuat, serta dilakukan monitoring
berkala terhadap praktik pengupahan di sektor formal maupun informal. Selain
itu, peningkatan akses perempuan terhadap jenis pekerjaan dengan produktivitas
dan nilai ekonomi tinggi juga penting untuk didorong, misalnya melalui
pendidikan teknis dan pelatihan berbasis kompetensi yang menjangkau wilayah-
wilayah tertinggal. Intervensi ini diharapkan mampu memperkecil kesenja

struktural yang menjadi akar perbedaan upah berbasis gender.
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